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Abstrak 

Konektivitas antar pelabuhan perikanan membantu penyebaran produksi ikan merata di seluruh 
provinsi di Indonesia, sehingga industri pengolahan ikan dapat memenuhi kebutuhan bahan ba-
ku tanpa perlu melakukan impor dari negara lain. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan 
provinsi di Indonesia yang belum dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan-
nya serta menentukan konektivitas di tiga pelabuhan perikanan yang menjadi lokasi survei. Pe-
nelitian ini terkait keseluruhan provinsi di Indonesia dengan memilih tiga lokasi penelitian yang 
menjadi fokus penelitian, yaitu PPN Brondong, PPS Belawan, dan PPS Nizam Zachman. Analisis 
deskriptif dan analisis gap digunakan untuk dapat menjawab kedua tujuan pada penelitian ini. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tujuh pelabuhan perikanan yang belum 
dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahannya. Tiga pelabuhan perikanan 
yang menjadi lokasi survei (PPN Brondong, PPS Nizam Zachman, dan PPS Belawan) termasuk 
ke dalam pelabuhan perikanan yang telah dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pe-
ngolahan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan tersebut. Namun, tidak semua pelabuhan 
perikanan tersebut memiliki konektivitas. PPN Brondong dan PPS Nizam Zachman memiliki ko-
nektivitas, sedangkan PPS Belawan tidak memiliki konektivitas dengan kedua pelabuhan peri-
kanan lainnya. 

 
Kata penting: bahan baku ikan, industri pengolahan ikan, konektivitas, pelabuhan perikanan 

 

Pendahuluan 

Salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penda-

patan nelayan adalah adanya industri pengolahan hasil perikanan.  Saat ini ditargetkan 

ada 441 Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang akan dibina dan terus bertambah menjadi 464 

UPI yang diarahkan untuk mendapat sertifikat Hazard Analysis and Critical Control 

Points (HACCP) sebagai salah satu persyaratan produk perikanan yang aman untuk di-

konsumsi. 

Pengembangan industri pengolahan perikanan di Indonesia menghadapi bebe-

rapa kendala, yaitu (i) terbatasnya sarana dan prasarana pendukung industri pengolah-

an ikan (ii) tingginya persyaratan yang ditetapkan oleh negara importir perikanan Indo-

nesia terkait dengan isu keamanan pangan dan isu lingkungan, seperti Container Secu-

rity Initiative (CSI), Free and Secure Trade (FAST), Local Species Conservation Act, Hazard 

Analysis and Critical Control Points (HACCP), Country Of Origin Labeling (COOL), dan 

Nutrition Labeling di Amerika Serikat; White Paper on Food Safety, Zero ToleranceResidu 

Antibiotik, Tracebility and System Border Control, Animal Welfare, dan isu lingkungan (eco-

labelling), di Uni Eropa; Traceability untuk tuna, dan antibiotika di Jepang (iii) belum ter-

penuhinya kebutuhan bahan baku industri pengolahan berupa ikan hasil tangkapan.  

Persoalannya bukan pada ketiadaan bahan baku tersebut, tapi lebih pada tersebarnya 

sentra-sentra produksi penangkapan ikan dan terkendala oleh rendahnya aksesibilitas 

dari dan ke sentra-sentra produksi penangkapan tersebut.  
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Konektivitas antar pelabuhan perikanan memiliki arti penting untuk memenuhi 

kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan. Konektivitas antar pelabuhan peri-

kanan membantu penyebaran produksi ikan yang merata pada seluruh provinsi di In-

donesia, sehingga industri pengolahan ikan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku 

tanpa perlu melakukan impor dari negara lain. Selain itu, melalui konektivitas antar pe-

labuhan perikanan maka akan menghindari penumpukan ikan pada cold storage atau 

gudang penyimpanan, di mana penyimpanan ikan dalam waktu lama akan menyebab-

kan kualitas ikan menurun sehingga harga jual ikan tersebut menurun pula. 

 Penelitian ini dilakukan untuk menentukan provinsi di Indonesia yang belum 

dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahannya serta menentukan ko-

nektivitas di tiga pelabuhan perikanan yang menjadi lokasi survei. Manfaat dari dila-

kukannya penelitian ini adalah untuk menginformasikan kondisi ketersediaan dan ke-

butuhan ikan pada masing-masing provinsi di Indonesia.   

 

Metode penelitian 

Penelitian ini terkait keseluruhan provinsi di Indonesia dengan memilih tiga lo-

kasi penelitian yang menjadi fokus penelitian. Ketiga lokasi tersebut terdiri dari tiga pe-

labuhan perikanan yang ada di Indonesia, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) 

Brondong, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, dan PPS Nizam Zachman. 

Pemilihan ketiga pelabuhan perikanan tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa keti-

ganya merupakan lokasi konsentrasi pengembangan industri pengolahan ikan dan sen-

tra produksi penangkapan serta fokus pembangunan yang terdapat pada Masterplan 

Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia. 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dikategorikan menjadi data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawan-

cara dengan pihak-pihak terkait permasalahan penelitian. Pihak tersebut berasal dari 

pengelola pelabuhan perikanan, nelayan, pedagang, pengumpul, dan pengusaha pe-

ngolah perikanan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari pengelola pela-

buhan perikanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif. Anali-

sis tersebut digunakan untuk menjelaskan pola ketersediaan dan kebutuhan ikan nasio-

nal serta pola konektivitasnya. Analisis gap digunakan pula pada penelitian ini untuk 

mengetahui kemampuan masing-masing provinsi dalam memenuhi kebutuhan bahan 

baku industri pengolah ikan. Analisis gap menggunakan rumus sebagai berikut: 

GAP = ketersediaan ikan − kebutuhan bahan baku 

 

Hasil dan pembahasan 

1. Produksi perikanan tangkap Indonesia 

Indonesia terdiri atas 33 provinsi dan masing-masing memiliki pelabuhan peri-

kanan untuk mendaratkan hasil tangkapan nelayan. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (2008 – 2012), diketahui bahwa keseluruhan 

provinsi tersebut memiliki produksi hasil tangkapan yang berbeda-beda. Provinsi di In-

donesia yang menghasilkan produksi perikanan tangkap paling banyak selama lima ta-

hun terakhir adalah Maluku. Pada tahun 2007 produksi perikanan tangkap di Maluku 
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mencapai 489.249 ton atau sebesar 10,33% dari total produksi perikanan tangkap di In-

donesia. Produksi di Maluku tersebut kemudian mengalami sedikit penurunan pada 

tahun 2008, yaitu menjadi 315.409 ton atau sekitar 6,71% dari total produksi perikanan 

tangkap di Indonesia. Tahun 2009, produksi perikanan tangkap tersebut kembali me-

ningkat menjadi 341.966 ton (7,11% dari total produksi perikanan tangkap Indonesia). 

Pada tahun 2010 dan 2011, produksi perikanan tangkap di Maluku mengalami pening-

katan yang lumayan, yaitu menjadi 559.000 ton dan 567.953 ton (Gambar 1). 

Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi selanjutnya yang memiliki produksi 

perikanan tangkap terbanyak, yaitu dengan produksi sebesar 382.877 ton pada tahun 

2007, atau sebesar 8,02% dari total produksi perikanan tangkap di Indonesia. Pada ta-

hun 2008, produksi tersebut meningkat menjadi 394.262 ton atau 8,39% dari total pro-

duksi perikanan tangkap di Indonesia. Produksi tersebut mengalami penurunan pada 

tahun 2009 yaitu menjadi 395.510 ton atau sekitar 8,22% dari total produksi perikanan 

tangkap di Indonesia. Penurunan produksi di Provinsi Jawa Timur terjadi kembali pada 

tahun 2010 sehingga produksi tersebut menjadi 338.918 ton. Selanjutnya, pada tahun 

2011 terjadi peningkatan produksi di Jawa Timur yaitu 362.624 ton (Gambar 1). 

Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi selanjutnya yang memiliki pro-

duksi perikanan tangkap terbanyak. Pada tahun 2007, Sumatera Utara menghasilkan 

produksi sebesar 384.222 ton atau 7,36% dari total produksi perikanan tangkap di Indo-

nesia. Produksi tersebut meningkat menjadi 354.535 ton pada tahun 2008. Produksi per-

ikanan tangkap Sumatera Utara pada tahun 2009 sebesar 358.664 ton atau 7,45% dari 

total produksi perikanan tangkap di Indonesia, dan pada tahun 2010 terjadi penurunan 

produksi tersebut sehingga jumlahnya menjadi 341.323 ton. Pada tahun 2011, terjadi pe-

ningkatan produksi perikanan tangkap di Sumatera Utara, dimana pada tahun tersebut 

produksinya mencapai 463.201 ton (Gambar 1). 

Produksi perikanan tangkap di Indonesia paling sedikit dihasilkan oleh Provinsi 

D.I. Yogyakarta. Produksi D.I Yogyakarta pada tahun 2007 hanya 0,06% dari total pro-

duksi perikanan tangkap di Indonesia, atau sebesar 2.629 ton. Produksi tersebut menga-

lami penurunan pada tahun 2008 sehingga jumlahnya menjadi 1.939 ton. Namun, pada 

tahun 2009 dan 2010, D.I. Yogyakarta mencapai produksi sebesar 4.239 ton atau 0,09% 

dari total produksi perikanan tangkap di Indonesia. Produksi perikanan tangkap di D.I. 

Yogyakarta kembali menurun pada tahun 2011, yaitu produksinya sebesar 3.954 ton 

(Gambar 1). 

Berdasarkan Gambar 1, kemudian dilakukan pemetaan sebaran ketersediaan 

produksi ikan hasil tangkapan berdasarkan provinsi pada tahun terakhir (2011), seperti 

dapat dilihat pada Gambar 2. Terlihat bahwa ketersediaan produksi ikan hasil tangkap-

an terbanyak terdapat di Provinsi Maluku, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.       

 

 



Iin Solihin et al. 

66 

 
(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2008 - 2012) 

Gambar 1. Produksi perikanan tangkap berdasarkan provinsi di Indonesia 2007 – 2011 

 

2. Kebutuhan bahan baku ikan untuk unit pengolahan ikan 
Masing-masing provinsi di Indonesia dilengkapi unit pengolahan hasil perikan-

an untuk mendukung sektor perikanannya. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi 

di Indonesia yang memiliki unit pengolahan hasil perikanan yang paling banyak. Pada 

tahun 2010, jumlah unit pengolahan hasil perikanan di Jawa Timur adalah 10.640 unit. 

Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki 

jumlah unit pengolahan hasil perikanan terbanyak setelah Jawa Timur. Provinsi Jawa 

Tengah memiliki 8.350 unit pengolahan hasil perikanan pada tahun 2010 (Gambar 3). 
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Gambar 2  Produksi ikan berdasarkan provinsi tahun 2011 

 

3. Kebutuhan bahan baku ikan untuk unit pengolahan ikan 

Masing-masing provinsi di Indonesia dilengkapi oleh unit pengolahan hasil per-

ikanan untuk mendukung sektor perikanannya. Provinsi Jawa Timur merupakan pro-

vinsi di Indonesia yang memiliki unit pengolahan hasil perikanan yang paling banyak. 

Pada tahun 2010, jumlah unit pengolahan hasil perikanan di Jawa Timur adalah 10.640 

unit. Selanjutnya, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi di Indonesia yang memi-

liki jumlah unit pengolahan hasil perikanan terbanyak setelah Jawa Timur. Provinsi ini 

memiliki 8.350 unit pengolahan hasil perikanan pada tahun 2010 (Gambar 3). 

Unit pengolahan hasil perikanan paling sedikit berada di Provinsi Papua Barat. 

Jumlah unit pengolahan hasil perikanan tersebut hanya 65 unit. Jumlah tersebut sangat 

jauh dibandingkan dengan jumlah unit pengolahan hasil perikanan di provinsi lain 

yang mencapai ratusan bahkan ribuan. Provinsi Maluku merupakan provinsi yang me-

miliki jumlah unit pengolahan hasil perikanan paling sedikit kedua setelah Papua Barat. 

Jumlah unit pengolahan hasil perikanan tersebut adalah 141 unit (Gambar 3). 

Pengolahan hasil perikanan di Indonesia dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi 

usaha pengolahan ikan, yaitu mikro, kecil, menengah, dan besar. Adapun klasifikasi 

usaha pengolahan ikan yang paling banyak jumlahnya di Indonesia adalah skala mikro. 

Pada tahun 2010, jumlah unit pengolahan ikan yang termasuk ke dalam skala mikro 

adalah 53.054 unit. Klasifikasi usaha pengolahan ikan yang jumlahnya paling sedikit 

adalah skala besar. Jumlah usaha pengolahan ikan di Indonesia dengan skala besar ha-

nya mencapai 122 unit. Selanjutnya, jumlah usaha pengolahan ikan dengan skala kecil 

adalah 5.313 unit dan jumlah usaha pengolahan ikan dengan skala menengah adalah 

1.628 unit. 
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(Sumber: diolah, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011) 

Gambar 3.  Grafik jumlah unit pengolahan hasil perikanan berdasarkan provinsi di 
Indonesia tahun 2010  
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Skala usaha mikro untuk usaha pengolahan ikan paling banyak jumlahnya ter-

dapat di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2010, jumlah usaha pengolahan ikan dengan 

skala mikro di provinsi ini adalah 9.620 unit. Skala usaha mikro untuk usaha pengolah-

an ikan paling sedikit jumlahnya terdapat di Provinsi Papu Barat, yaitu dengan jumlah 

59 unit pada tahun 2010 (Gambar 4). 

Usaha pengolahan ikan dengan skala besar hanya terdapat di beberapa provinsi 

saja di Indonesia, diantaranya adalah Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sula-

wesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo. Jumlah usaha pengolahan ikan dengan 

skala besar paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah 54 unit pada 

tahun 2010. Usaha pengolahan ikan dengan skala besar paling sedikit jumlahnya berada 

di Provinsi Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo. Jumlah usaha 

pengolahan ikan dengan skala besar di empat provinsi tersebut adalah masing-masing 

1 unit (Gambar 4). 

Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki jumlah usaha pengo-

lahan ikan dengan skala kecil yang paling banyak, yaitu 1.173 unit pada tahun 2010. Pa-

da tahun yang sama, Provinsi Papua merupakan provinsi yang memiliki jumlah usaha 

pengolahan ikan dengan skala kecil yang paling sedikit, yaitu 1 unit. Adapun jumlah 

usaha pengolahan ikan dengan skala menengah paling banyak terdapat di Provinsi Ja-

wa Tengah (609 unit) dan paling sedikit terdapat di Provinsi Jambi dan DI Yogyakarta. 

Provinsi Riau, Gorontalo, dan Maluku Utara tidak memiliki usaha pengolahan ikan 

dengan skala menengah (Gambar 4). 

 

a) PPN Brondong 

Unit pengolahan ikan di sekitar PPN Brondong merupakan unit pengolahan 

ikan berskala menengah dan besar yang menghasilkan produk olahan ikan beku dan 

surimi. Selain itu, di sekitar PPN Brondong terdapat pula unit pengolahan ikan yang 

berskala kecil. Unit pengolahan ikan tersebut sebagian besar menghasilkan olahan ikan 

dalam bentuk asin dan pindang. 

Secara umum, terdapat empat jenis olahan ikan yang dihasilkan oleh unit peng-

olahan ikan di sekitar PPN Brondong. Adapun jenis olahan ikan yang paling banyak 

dihasilkan oleh unit pengolahan ikan tersebut yaitu ikan asin. Rata-rata produksi olah-

an ikan asin di sekitar PPN Brondong adalah 6.482 ton/tahun. Rata-rata produksi olah-

an ikan fillet, pindang, dan panggang secara berurutan adalah 5.637 ton/tahun; 2.480 

ton/tahun; dan 2.191 ton/tahun (Gambar 5). 

 

b) PPS Nizam Zachman 

Unit pengolahan ikan yang terdapat di PPS Nizam Zachman didominasi oleh 

unit pengolahan ikan dengan skala besar. Adapun setiap unit pengolahan ikan dengan 

skala besar di PPS Nizam Zachman diasumsikan membutuhkan 5–6 ton ikan setiap ha-

rinya untuk kegiatan produksi ikan olahan, sedangkan unit pengolahan ikan dengan 

skala menengah dan kecil membutuhkan antara 2–3 ton dan 0,5– ,5 ton ikan. Maka, di-

ketahui bahwa unit pengolahan ikan di PPS Nizam Zachman dapat memproduksi se-

kitar 65.250 ton ikan olahan. 
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(Sumber: diolah, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2011) 

Gambar 4. Grafik jumlah unit pengolahan hasil perikanan berdasarkan klasifikasi usaha 
dan provinsi di Indonesia tahun 2010 
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(Sumber: Laporan Tahunan PPN Brondong Tahun 2012) 

Gambar 5. Produksi ikan berdasarkan olahan di PPN Brondong tahun 2008 – 2012  
 

 

 

(Sumber: Laporan Statistik PPS Belawan Tahun 2013) 

Gambar 6  Produksi ikan berdasarkan olahan di PPS Belawan tahun 2008 – 2012 
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c) PPS Belawan 

Jenis olahan ikan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan di PPS Belawan ya-

itu pengeringan, peragian, tepung ikan, pembekuan, dan ikan asin. Sebagian besar pro-

duksi ikan yang didaratkan di PPS Belawan diolah dalam bentuk beku. Rata-rata pro-

duksi ikan beku yang dihasilkan sebesar 7.756 ton/tahun. Adapun jenis olahan ikan 

yang paling sedikit dihasilkan oleh unit pengolahan ikan di PPS Belawan adalah tepung 

ikan. Rata-rata tepung ikan yang dihasilkan yaitu 1.585 ton/tahun (Gambar 6). 

 

3.1 Estimasi kebutuhan bahan baku ikan untuk unit pengolahan ikan 

Kebutuhan bahan baku ikan untuk unit pengolahan ikan pada masing-masing 

provinsi di Indonesia berbeda-beda. Sebagian besar unit pengolahan ikan tersebut 

membutuhkan ikan dalam jumlah kecil, yaitu tidak lebih dari 300.000 ton/tahun. Ha-

nya beberapa provinsi saja yang unit pengolahan ikannya membutuhkan bahan baku 

ikan dalam jumlah besar, diantaranya adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Se-

latan, dan Aceh. Secara berurutan, kebutuhan bahan baku untuk unit pengolahan ikan 

pada keempat provinsi tersebut yaitu 900.922 ton/tahun; 849.362 ton/tahun; 627.087 

ton/tahun;  dan 457.594 ton/tahun. Secara lebih rinci, informasi mengenai kebutuhan 

bahan baku ikan untuk unit pengolahan ikan pada masing-masing provinsi di 

Indonesia dapat dilihat pada Gambar 7 berikut. 

 

 

Gambar 7. Kebutuhan bahan baku ikan untuk unit pengolahan ikan berdasarkan 
provinsi 
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3.2 Estimasi kebutuhan ikan di pelabuhan perikanan 

Hampir setiap pelabuhan perikanan di Indonesia memiliki unit pengolahan ikan 

di sekitarnya. Jumlah kebutuhan bahan baku ikan untuk setiap pelabuhan perikanan 

berbeda-beda, bergantung pada skala usahanya (seperti yang telah dijelaskan sebelum-

nya). Tabel 1 akan menunjukkan kebutuhan bahan baku untuk unit pengolahan ikan di 

tiga pelabuhan perikanan yang menjadi lokasi survei. Berdasarkan Tabel 1 tersebut, di-

ketahui bahwa PPS Nizam Zachman membutuhkan bahan baku untuk unit pengolah-

annya mencapai 65.250 ton/tahun. Kebutuhan tersebut lebih besar dibandingkan kebu-

tuhan dua pelabuhan perikanan lainnya. Hal tersebut dikarenakan unit pengolahan 

ikan di sekitar PPS Nizam Zachman didominasi oleh unit pengolahan ikan dengan ska-

la besar, sedangkan PPS Belawan membutuhkan bahan baku ikan sebanyak 52.552 ton/ 

tahun dan PPN Brondong sebanyak 18.247 ton/tahun. Kebutuhan bahan baku untuk 

unit pengolahan ikan di PPN Brondong lebih kecil dibandingkan dua pelabuhan peri-

kanan lainnya dikarenakan unit pengolahan ikan di PPN Brondong merupakan unit 

pengolahan ikan dengan skala menengah dan bahkan didominasi oleh unit pengolahan 

ikan dengan skala kecil. 

 

4. Pola ketersediaan dan kebutuhan ikan nasional 

Produksi ikan yang didaratkan di setiap provinsi di Indonesia berbeda-beda, be-

gitu pula dengan kebutuhan ikannya. Kondisi yang ideal adalah apabila produksi ikan 

yang didaratkan di suatu provinsi dapat memenuhi kebutuhan ikan provinsi tersebut, 

terutama kebutuhan ikan untuk industri pengolahan ikan. Namun pada kenyataannya, 

terdapat beberapa provinsi yang masih kekurangan ikan untuk memenuhi kebutuhan 

ikan di provinsinya. 

Pada Gambar 8 ditunjukkan bahwa terdapat beberapa provinsi di Indonesia 

mengalami kekurangan ikan untuk memenuhi kebutuhan ikan pada industri pengolah-

an ikan di provinsinya. Adapun provinsi yang dimaksud tersebut adalah Aceh, Nusa 

Tenggara Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi 

Selatan. Secara berurutan, jumlah kekurangan ikan untuk memenuhi kebutuhan indus-

tri pengolahan ikan pada tujuh provinsi tersebut yaitu 313.913 ton/tahun; 33.467 ton/ 

tahun; 649.386 ton/tahun; 1.257 ton/tahun; 486.738 ton/tahun; 54.245 ton/tahun; dan 

408.268 ton/tahun. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan merupakan 

provinsi yang paling banyak kekurangan ikan untuk bahan baku industri pengolahan 

ikan. 

Sebagian besar provinsi di Indonesia, yaitu 79% dari total provinsi di Indonesia, 

sudah dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan ikan yang terdapat 

di provinsinya, bahkan terdapat kelebihan produksi ikan dari kebutuhan industri peng-

olahan ikan di provinsinya. Provinsi yang memiliki kelebihan produksi paling banyak 

adalah Provinsi Maluku, Papua, dan Sumatera Utara. Secara berurutan, jumlah produk-

si ikan yang berlebihan untuk ketiga provinsi tersebut 561.373 ton/tahun; 262.499 ton/ 

tahun; dan 311.406 ton/tahun. Terlihat bahwa Provinsi Maluku memiliki paling banyak 

jumlah ikan yang berlebihan dalam memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan.  
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Tabel 1  Kebutuhan bahan baku untuk unit pengolahan ikan di tiga pelabuhan  

Nama pelabuhan Kebutuhan bahan baku (ton/tahun) 

PPN Brondong 18.247 
PPS Nizam Zachman 65.250 
PPS Belawan 52.552 

 

 

 

Gambar 8. Gap antara produksi dan kebutuhan ikan berdasarkan provinsi 

 
Apabila dilihat secara umum, ketersediaan bahan baku untuk industri pengolah-

an ikan di wilayah Indonesia dapat terpenuhi. Rata-rata kebutuhan ikan untuk industri 

pengolahan ikan tersebut yaitu 133.062 ton/tahun, sedangkan produksi ikan di Indone-

sia mencapai 161.992 ton/tahun. Namun, tetap harus diperhatikan wilayah Indonesia 

yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan di wilayah-

nya. Hal tersebut penting karena berdasarkan analisis yang dilakukan, jumlah keterse-

diaan bahan baku yang masih kurang tersebut jumlahnya tidak sedikit, yaitu sebesar 

1.947.274 ton/tahun dari total kebutuhan ikan untuk industri pengolahan ikan di In-

donesia (4.391.057 ton/tahun). 

Informasi lain yang dapat diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan yaitu 

adanya ketidakmerataan produksi ikan yang didaratkan pada pelabuhan perikanan 

yang terdapat di bagian barat Indonesia dengan pelabuhan perikanan yang terdapat di 

bagian timur Indonesia. Selain itu, terlihat pula bahwa industri pengolahan ikan di 

Indonesia terpusat pada pulau Jawa, dimana pulau Jawa memiliki produksi ikan yang 

tidak banyak seperti pulau-pulau yang terdapat di bagian timur Indonesia. 

 

a) PPN Brondong 

Produksi ikan di PPN Brondong telah dapat memenuhi kebutuhan bahan baku 

industri pengolahan ikan di sekitar pelabuhan perikanan tersebut. Hal tersebut dapat 

dilihat dari besarnya gap yang ada antara produksi ikan yang didaratkan di PPN Bron-

dong dengan kebutuhan industri pengolahan ikan di sekitar pelabuhan tersebut, yaitu 
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sebesar 39.516 ton/tahun. Selain itu, nilai gap tersebut menunjukkan pula bahwa terda-

pat kelebihan produksi ikan di PPN Brondong. Adapun kelebihan produksi tersebut 

dimanfaatkan oleh para pengmpul untuk disalurkan ke beberapa daerah yang masih 

berada di wilayah Jawa Timur.  

 

b) PPS Nizam Zachman 

Kebutuhan bahan baku untuk industri pengolahan ikan di PPS Nizam Zachman 

dapat dipenuhi dengan ketersediaan ikan yang jumlahnya melebihi kebutuhan terse-

but. Jumlah produksi ikan yang berlebih di PPS Nizam Zachman yaitu sebesar 39.605 

ton/tahun. Seperti halnya PPN Brondong, produksi ikan yang berlebih tersebut umum-

nya disalurkan ke beberapa wilayah oleh para pengumpul atau perusahaan. Hanya sa-

ja, produksi ikan yang berlebih tersebut tidak hanya disalurkan di sekitar Jakarta, tetapi 

di beberapa wilayah Indonesia lainnya yang berada di luar Jabodetabek bahkan ke luar 

negeri. 

 

c) PPS Belawan 

Berbeda dengan PPN Brondong dan PPS Nizam Zachman, produksi ikan yang 

didaratkan di PPS Belawan jumlahnya tidak terlalu signifikan berbeda dengan kebutuh-

an bahan baku untuk industri pengolahan ikan di sekitar pelabuhan perikanan tersebut. 

Nilai gap antara keduanya sebesar 10.752 ton/tahun. Hal tersebut dikarenakan jumlah 

produksi ikan yang didaratkan di PPS Belawan tidak terlalu banyak. Adapun kelebihan 

dari produksi ikan di PPS Belawan dimanfaatkan oleh pengumpul untuk disalurkan ke 

beberapa wilayah Sumatera Utara bahkan disalurkan ke beberapa negara lainnya. 

 

5. Pola konektivitas pelabuhan perikanan dalam distribusi ikan 

Ketersediaan ikan di PPN Brondong, PPS Nizam Zachman, dan PPS Belawan 

yang melebihi kebutuhan bahan baku industri ikan di sekitar ketiga pelabuhan perikan-

an tersebut menyebabkan para pengumpul memanfaatkannya dengan cara menyalur-

kan beberapa ton produksi tersebut ke beberapa wilayah lainnya. Walaupun belum ada 

kerja sama yang resmi antara ketiga pelabuhan perikanan tersebut dengan pelabuhan 

perikanan lainnya, tetapi para pengmpul telah menjalin kerja sama melalui konektivitas 

antar pelabuhan perikanan. 

Berdasarkan Gambar 9 dan Gambar 10, terlihat bahwa antara PPN Brondong 

dan PPS Nizam Zachman terdapat koneksi, di mana PPS Nizam Zachman menyalurkan 

produksi ikannya ke PPN Brondong. Sebaliknya, PPN Brondong menyalurkan kelebih-

an produksi ikannya ke PPS Nizam Zachman, walaupun secara tidak langsung. Hal ter-

sebut karena dari PPN Brondong, ikan disalurkan terlebih dahulu ke pelabuhan peri-

kanan lainnya di Jawa Timur untuk selanjutnya disalurkan ke PPS Nizam Zachman. 
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Selain konektivitas dengan PPN Brondong, PPS Nizam Zachman memiliki ko-

nektivitas dengan pelabuhan perikanan lainnya di Indonesia, seperti pelabuhan peri-

kanan di Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Kalimantan, bahkan terdapat pula 

konektivitas dengan beberapa pelabuhan perikanan di luar negeri seperti pelabuhan di 

negara tetangga (Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Taiwan, Tiongkok, dan Korea 

Selatan) dan beberapa pelabuhan perikanan di benua Amerika, Afrika dan Eropa. 

Konektivitas di PPN Brondong hanya terjalin dengan pelabuhan perikanan di 

sekitar Jawa Timur atau pulau Jawa saja. Terlihat bahwa produksi ikan di PPN Bron-

dong disalurkan ke pelabuhan perikanan di Jawa Timur. Tidak terdapat konektivitas 

antara PPN Brondong dengan pelabuhan perikanan di luar negeri. 

PPS Belawan tidak memiliki koneksi dengan PPS Nizam Zachman maupun PPN 

Brondong. Produksi ikan yang berlebihan di PPS Belawan banyak diekspor langsung ke 

negara tetangga dan beberapa negara lainnya. Adapun untuk penyaluran ke wilayah-

wilayah di Indonesia, produksi ikan dari PPS Belawan hanya disalurkan ke beberapa 

wilayah di pulau Sumatera, seperti Aceh dan Sumatera Utara. Hal tersebut terjadi kare-

na adanya ketidakseimbangan harga yang dikeluarkan dengan yang diterima apabila 

penyaluran ikan dari PPS Belawan dilakukan ke pulau Jawa bahkan pulau Bali – Nusa 

Tenggara dan pulau di bagian timur Indonesia lainnya. Oleh karena itu, produksi ikan 

di PPS Belawan lebih banyak diekspor ke luar negeri karena biaya yang dikeluarkan 

untuk kegiatan penyaluran ikan lebih murah dibandingkan ke pulau-pulau lainnya di 

Indonesia (di luar pulau Sumatera). 

 

Simpulan  

Terdapat tujuh pelabuhan perikanan yang belum dapat memenuhi kebutuhan 

bahan baku industri pengolahannya. Adapun tiga pelabuhan perikanan yang menjadi 

lokasi survei (PPN Brondong, PPS Nizam Zachman, dan PPS Belawan) termasuk ke da-

lam pelabuhan perikanan yang telah dapat memenuhi kebutuhan bahan baku industri 

pengolahan yang berada di sekitar pelabuhan perikanan tersebut. 

Konektivitas antara pelabuhan perikanan telah terjadi pada PPN Brondong dan 

PPS Nizam Zachman. Tetapi, PPS Belawan tidak memiliki konektivitas dengan kedua 

pelabuhan perikana tersebut. 
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